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'f Kﬂ- ,AKTA PENDIRIAN
g |LEMBAGA“ INKUBATOR BISNIS POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA
liNDUSTRI MEDAN"
’Nomor : 04,

kpada hari ini, Kamis, tanggal 27 {duapuluh tujuh) April 2023 (duaribu
Duapuluh tiga), Pukul 12 40 (duabelas lewat empatpuluh) menit Wakiy ———

[indonesia B‘agian Barai.
--Hadir dihadapan saya. EFRINA NOFIYANT! KAYADU, Sarjana Hukum.———
Magister Kenotariatan, Nota'ris di Kabupaten Deli Serdang, yang berkanior di—-
Jalan Helvétia By Pass Nomor 108-B, berdasarkan Sural Keputusan Menteri—
Hukum Dan Hak Azasi Manusia Repubiik Indonesia. terianggal DB}de!apan) April
2011 (duaribu sebelas) Nomor AHU 33 AH.02.02-Th.20 11, dengan dihadin oleh—

saksi-saksi yang saya, Notaris kenai dan akan disebul pada bagian akhir Akia—-

ini:

. |-Tuan POLTAK EVENCUS HUTAJULU, Iahir di Aek Nabara, pada tanggal 22—

(duapuluh dua) Nopember 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluh dusg),-——
Warga Negara indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat finggal di--——-
Kota Medan, Jalan H.M. Joni Aspol Pasar Mersh Biok R Nomor 6, Kelurahan——
Binjai, Kecamalan Medan Denai, Pemegang Karfu Tanda Penduduk Republik——-
Indonesia terianggal 09 (sembilan) Desember 2017 (duaribu tujuhbelas)}—-—-

Nomor 1271212211520002.

- Penghadap dikenal oleh saya. melalui Karlu ldentitas yang diperiihatkan saya -
Notaris. —

—-Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan satu Lem baga dengan-—-——

peraturan-peraturan dan keteniuan-kelentuan alau anggaran dasar sebagai-———

berikul —

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU-————

Paszai i

1. Lembaga ini diberi nama:

LEMBAGA” INKUBATOR BISNIS POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA——




N gy —

INDUSTRI MEDAN" .

{(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebul Lembaga).
2. Lembaga ini berkedudukan di Kota Medan, dan untuk periama kali beralamai-

di Jalan Medan Tenggara Vii, Gedung R7, Kelurahan Medan Tenggara,—-——

Kecamalan Medan Denai, Kola Medan.

3. Lembaga dapal membuka kanler cabang alau perwakilan di tempat iain———-

menurut kepuiusan Badan Pendini—-

JANGKA WAKTU -

Pasal 2

--Lembaga ini didirikan uniuk jangka wakiu yang lidak ditentukan lamanya dan-—

diiglankan untuk jangka wakiu ye:ng fidak diieniukan lamanya. —_

AZAS DAN DASAR

Pazai 3

—-Lembaga ini berazaskan kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar ——-

tahun 1945 (seribu sembilanratus empaipuluh ima).

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 4

—-Maksud dan fujuan dibeniuknya Lembaga ini adalah

(1. Membaniu Pemeriniah dalam melakukan Peran seria Dunia Usaha dan-

Masyarakal dalam koordinasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil —
dan Usaha Menengah. =

2. Membaniu Pemeriniah dalam penyelenggaraan pengembangan Inkubasi.

3 Membaniu Pemeriniah dalam pasca Inkubasi dimaksud unfuk—————
menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan -———

Usaha Menengah/Wirausaha Pemula yvang {angguh dan mandin menuju-—

wirausaha mapan.

— Untuk mencapai maksud dan fujuan tersebut dialas, Lembaga melakukan-——

kegiatan sebagai berikut -

l 1. Melaksanakan Pengabdian kepada rriasyarakat melalyl pembinaan dan-—-

pengembangan bisnis perusahaan rinlisan {starl up) maupun usaha kecil —

S

—



{ dan menengah yang dilaksanakan melalui penelitian dan pengembangan -

monitoring dan pendampingan sampai menghasilkan ienant -

2. Melakukan kegialan pengembangan inkubator dalam pasca Inkubasi ——

|meliputi pelatihan, pemberian bimbingan dan pendampingan.—---———-—-——--

3. Melakukan kegiatan dalam iashapan pasca Inkubasi yaitu menyediakan-—
jejaring antar Tenanl, memberi peluang pardisipasi kepemilikan pada ————
perusahaan ienant, memeberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan dan -
mengarahkan para alumni incubaltor memebentuk wadah yang legal dalam-

pengembangan usaha.

4. Melakukan kegialan iembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi -
rproduksi dan bisnis iainnya yaitu Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga
pemerintahan dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan
uniuk mencipiakan efisiensi dan bisnis yang belum tercakup dalam-—-——
kelompok 84131 s.d. 84138 Misalnya lembaga pemerinizhanan bidang———

pendayagunaan aparalur negara dan lembaga pemeriniahanan bidang-———

koperasi dan usaha kecil menengah (kode 34135). 3 mk

| 5. Pelatihan keria bisnis dan manajemen pemeriniah yaitu Kelm‘hpok ini--———-
mencakup kegialan pelatihan keria yang bertujuan untuk menambah-—-——
keterampilan/keahlian dalam bidang bisnis dan manajemen yang——--——-
diselenggarakan oleh pemeriniah. Kegiatan yang masuk dalam kelompok—
ini adalah pelatihan sekretaris, adminisirasi ;;erkanioran, ICT for secretary,
akuniansi, keuangan, lala niaga/penjualan, bahasa asing, promosi——-——

produkiivitas, bimbingan konsullansi, pengukuran produkiivilas.

manajemen peningkalan produklivilas, kewirausahaan, dan lainnya. (kode -

78415).
6. Melakukan kegiaian lembags pemeriniahan bidang perindustrian yaitu-——
Kelompok ini mencakup kegisian lembaga pemerinizhan dalam hal—-———
pembinaan,. pengembangan dan penyelenggaraan di bidang perindustrian -
Misalnya lembaga pemerintahanan bidang perindustrian (kode 84133) ——

7. Melakukan kegiatan usaha-usaha lainnya yanag tidak berientangan dengan-




maksud dan fujuan Lembaga seria hukum yang berlaku, satu dan lgin-——

dalam arli yang seiuas-luasnya.

--— KEKAYAAN

PASAL 5

1. Kekayaan Lembaga ini terdiri dani: -

a. Uang Pangkal dan luran Bulanan Anggola. -

b. penghasilan-penghasilan dari usaha yang dilakukan Lembaga; —————-

t. sokongan-sokongan dari para dermawan asal saja sokongan itu fidak ———

]bersifat mengikat; -

d. banluan/sumbangan dari anggota. masyarakst. Pemeriniah dan Badan —-—

’Badan lainnya, serla masyarakal yang tidak mengikat: -

. hibah-hibah wasiat atau hibah-hibah biasa:

f. bantuan-bantuan dari orang-orang dan/aiau badan-badan yang menaruh -—
, minal pada orgainsasi ini, baik dar dalam maupun luar negeri; -———————

[g. derma-derma telap;

i Kekayaan lembaga adalah semua barang vang bergerak dan barang lidak —
’bergerak vang tercalat dan terdefiar sebafai assat dan inventaris. ————————

P
3. — Kakayaan yang diperoleh Lembaga disimpan dan dipergunakan menuruf—

cara-cara yang diteniukan Lembaga dan hanya dipergunakan unfuk mencapai

maksud dan tujuan seria kegiatan usaha Lembaga.

SUSUNAN ORGAN LEMBAGA

PASAL 6

1. Susunan Organ dari Lembaga ini terdir dari

a) BADAN PENDIRI;

b) BADAN PENGURUS;

[ 2. Badan Pendiri Lembaga adalah orang perorangan yang ielah beriasa ————-

' mendirikan Lembaga.
[ 3. Badan Pengurus Lembaga adalah orang percrangan yang diberikan ———-

kewenangan dan tanggung jawab oleh Lembaga uniuk melakukan ————

tindakan kepengurusan.




T PENDIR! e -

- PASAL 7 B

1. Badan Pendiri terdiri dari seorang atau lebih: . -

2. Yang dapat diangkal menjadi Badan Pendiri adalah - ——

- ¥ang mendirikan Lembaga ini, yailu;

—Tuan POLTAK EVENCUS HUTAJULU, iahir di Aek Nabara, pada-..—
tanggal 22 (duapuluh dua) Nopember 1932 (seribu sembilanratus-——__
deiapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil-——
(PNS), Berlempai finggal di Koig Medan, Jalan HM. Joni Aspol Pasar
Merah Blok R Nomor 6, Kelurahan Binjai, Kecamaian Medan Denai, —-
Pemegang Karlu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 09—
{sembilan) Desember 2017 (duaribu tujuhbelas) Nomor
1271212211820002.

~Pendisi adslah organ Lembaga yang mempunyai kewenangan yang tidak—--—.

diserahkan kepada Pe NGUILS

1. Dalam hal terdapat lsbih dari Seorang anggola Pendiri, maka seét’ang ———

,diantaranya diangkal sebagai Ketug Pendiri: ———
[ Z. Yang dapat diangkal sebagai anggota Pendiri adalah orang perorangan--—-—-
sebagai Pendiri Lembaga dan atau merska yang berdasarkan kepulusan ——
rapal anggota Pendiri dinilai mempunyai dedikasi yang tingoi unfuk ——____

mencapai maksud dan tujuan Lembaga.—- : -

, 3. Seorang anggoia Pendiri berhak mengundurkan diri dari iabatannya ——____
dengan memberiiahukan secars lertulis mengenai maksud tersebul kepada —
Lembaga paling lambat 30 (ligapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran

dirinya. e

PASAL 8.
1. Masa jabatan Pendiri tidak ditentukan lamanya:

2. Jabatan anggola Pendiri akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota--—-

Pendiri fersebut: -

8. Meninggal dunia: . Sl




r

|b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara teriulis sebagaimana—- ﬂ

[diatur dalam Pasal 7 ayal 6 Anggaran Dasar ini: : -

c. Tidak lagi memenuhi persyaralan yang ditentukan dalam peraluran —-—-

' perundang-undangan yang berlaku:

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pendiri; J.}

€. Dinyatakan pailit alau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan sustu—

[penetapan pengadilan;

'f. Dilarang unluk menjadi anggoia Pendiri karena peraturan perundang--———

'undangan yang berigku.

TUGAS DAN WEWENANG PENDIRI
PASAL 8.

1. Pendiri berwenang berlindak untuk dan atas nama Pendiri:

2. Kewenangan Pendiri meliputi:

a. Kepulusan mengenai perubahan Anggaran Dasar: -

b. Penganagkatan dan pemberhentian anggota Pengurus: +
c. Penelapan kebijakan umum Lembaga berdasarkan Anggaran Dasar ——

Lembaga;

(d. Pengesahan Program Keria dan rancangan anggsaran iahunan Lembaga;-

e. Penelapan kepulusan mengenai pembubaran Lembaga:

f. Pengesahan laporan tahunan:

a. Penunjukan likuidator dalam hal Lembaga dibubarkan.

IS. Dalam hal ada seorang anggota Pendiri, maka segala tugas dan ——————

wewenang yang diberikan kepada Kelua Pendin atau anggota Pendiri

berlaku puia baginya. -
RAPAT PENDIRI

>

PASAL 10 -

1. Rapal Pendin diadakan paling sedikil sekali dalam 1 {satu) tahun paling ——-

tlambat dalam wakiu 5 (lima) bulan setelah akhir iahun buku sebagai rapat —

tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Anggaran Dasar ini. -

Pendiri dapal juga mengadakan rapat setiap waklu bila dianggap periy -——




alas permintaan lerlulis dari seorang stau lebih anggola Pendiri, anggota——

Pengurus;

| Z. Panggilan rapat Pendiri dilakukan cleh Pendiri secara langsung, atau—-———
melalui sural dengan mendapat ianda terima paling lama 7 (lujuh) han ————
sebelum rapal diadakan dengan lidak memperhitungkan tanggal panggilan —

dan tanggal rapat;

' 3. Panagilan rapat itu harus mencaniumkan hari, tanggal wakiu, tempat dan —-

| acara rapal;

r4. Rapat Pendiri diadakan ditempat kedudukan Lembaga, atsu di tempat ————

indonesia.

’ kedudukan Lembaga, aiau ditempal lsin dalam wilaysh hukum Republik ——

rs. Dalam hal semua anggoia Pendiri hadir aiau diwakili, panggilan tersebut —

‘ﬁdak disyaratkan dan Rapai Pendiri dapal diadakan dimanapun juga dan -

berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;

',6. Rapal Pendiri dipimpin oleh Ketua Pendiri, dan jika Ketua Pend\iri tidak-

hadir alau berhalangan, maka rapsat Pendiri akan dipimpin olehi}ﬂeorang ——
z

i

vang dipilih oleh dan dar anggoia Pendiri yang hadir;

[7. Seorang anggola Pendini hanya dapat diwakili oleh anggola Pendiri —————

iainnya dalam Rapat Pendiri berdasarkan sural kuasa:

| PASAL 11
1

1. Rapat Pendini adalah sah dan bernak mengambil keputusan yang —---———-

mengikat apahila :

a. Dihadin paling sedikit 2/3 (dua per liga) daii jumiah anggota Pendiri ; -—--
b. Daiam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayal 1 huruf 2 lersebut —

dialas lidak lercapai, maka dapal diadakan pemanggilan rapal Pendiri-—
kedua:

. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayal 1 huruf (b) digtas—

harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat —

diselenggarakan . dengan lidak memperhitungkan fanggal pemanggilan —

dan tanggal rapat;




. Talacara pemungulan suara dilakukan sehagsi benkut:

Id. Rapat Pendiri Kedua diselenggarakan paling cepat 2 {liga han) ————

| terhitung sejak Rapat Pendiri perlama diadakan:
re. Rapal Pendiri kedus adalah sah dan berhak mengambil kepulusan ——

yang mengikal, apabila dihadiri lebih dari % (satu per dua) jumiah ——

anggola Pendiri

. Kepulusan rapal Pendiri diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -

. Dalam hal kepulusan berdasarkan musyawarah uniuk mufakat fidek ——————

iercapai. maka kepulusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dan % ——

(satu per dua) jumizh suara yang sah: —

. Dalam hal suara sefuju dan lidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak:

[a. =eliap anggola Pendiri yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu ) suara—

dan tambahan 1 (satu) suara unluk setiap anggoia Pembina lain yang -—

dgiwakilinya;
'b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surlat SUSFE —-
tertulup tanpa tanda tangan. sedangkan pemungutan suara mengenai ——
hak-hal lain dilakukan secara ierbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua —
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir, ————

'c. Suara yang abstain dan suara yang lidak sah lidak dihitung dalam ———

meneniukan jumiah suara yang dikeluarkan.

- Seliap Rapal Pendin dibual berila acara rapat yang ditandatangani oleh-———

Ketua Rapal dan Sekelaris Rapat; -

. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 6 tersebul lidak

disyaralkan apabila beriia scara rapat dibual dengan akia Notaris; —————

. Pendiri dapal mengambil keputusan yang sah ianpa mengadakan Rapal ——

Pendini dengan keleniuan semua anggoia Pendiri telah diberitahy ——
secara tertulis dan semua anggola Pendini memberikan persetujuan ——-——

mengenai usul yang diajukan secara terulis serla menandalangani —-———

persetujuan iersehut;

. Kepulusan yang diambil sebagaimana diamksud dalam zyal 8. mempunyai —

-

.



kekuatan yang sama dengan kepulusan yang diambil dengan sah dalam —

Rapat Pendiri ; : < -

'10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pendiri, maka dia dapal mengambil ——

’ kepuiusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN
PASAL 12.

1. Pendiri wajib menyelenggarakan rapat ishunan setiap iahunnya paling ——
[ lambal 5 {lima) bulan setelzh tahun buku Lembaga ditutup;— ———

|2. Dalam rapat lahunan, Pendiri melakukan:

[ a. Evaluasi tentang hara kekayaan, hak dan kewajiban Lembaga tahun ——-

T —

lampau sebagsi dasar periim bangan bagi perkiraan mengenai
perkembangan Lembaga untuk tahun yang akan datang;
b. Pengesahan laporan iahunan yang diajukan Pengurus;

c. Peneiapan kebijakan umum Lembaga; -

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran {ahunan Lembaga. -
'3‘ Pengesahan laporan tahunan oleh Pendiri dalam rapal tahunanl;.beradi e
} memberikan pelunasan dan pembebasan fanggung jawab sepér'mhnya —_—
kepada para anggota Pengurus atas pengurusan yang lelah dijalankan—-——

selama {ahun buku yang lalu, s2jauh findakan tersebul tercermin dalam-———

Jlaporan tahunan.

PENGURUS

PASAL 13.

1. Pengurus adsiah organ Lembaga vang melaksanakan kepengurusan-————-
Lembaga. yang sekurang-kurangnya terdini dari:

a. Seorang Kelua:
b. Seorang Seketaris;

¢. Seorang Bendahara.

’2. Dalam hal diangkal lebih dari 1 (satu) orang Kefua, maka 1 (satu) orang --——

’ yang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.

|3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (salu) orang Seketaris, maka 1 ( salu) orang--
e ———



ldiantarany&diahgkai sebagai Sekeiaris Umum .

'4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (salu) orang

, diantaranya diangkai sebagai Bendahara Umum.

PASAL 14.
'1. Yang diangkal sebagai anggola Pengurus adalah orang perseorangan yang-
mampu meiakukan perbuaian hukum dan tidak dinyalakan bersalah dalam —
melakukan pengurusan Lembaga yang menyebabkan kerugian bagi—- ——

Lembaga, masyarakat, stau Negara berdasarkan putusan pengadiian dalam-

jangka w_aktu 3 (lima) tahun terhitung sejak langgal pulusan tersebut -

berkekuaian hukum ietap.

l 2. Pengurus dizngkal oleh Pendiri melalsi Rapal Pendiri unfuk jangka -—

| waklu 5 (ima) tahun dan dapat diengkal kembati

’3. Dalam hal jabalan Pengurus kosong, maka dalam jangka wakiu paling lama-

30 (ligapuluh) hari seiak lerjadinya kekosongan. Pendiri harus -

menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan iu:
|4. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong. maka dalam jangka wakiy ——-
paling lama 30 (ligapuiuh) har sejak ieriadinya kekosongan tersebuf,
\Pendin‘ harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkal Pengurus baru.—

|5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan v
memberntahukan secara ieriulis mengenai maksudnya tersebul kepada

Pendiri paling lambat 30 digapuluh) hari sebelum tanooal penounduran ———

dirinya; D e S

PASAL 15 —-

--Jahalan Pengurus berakhir apabiia :

1. meninggal dunia;

Z. mengundurkan diri;

3 bersalah melakukan lindak pidana berdasarkan putusan pengadian yang-—-—

diancam dengan hukuman penjara sedikil 5 (lima) tahun:

f 4. diberhentikan berdasarkan kepulusan Rapat Pendin:

5. masa jabatan berakhir.

e o——



TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS —— —— .

PASAL 16—

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Lembaga uniuk -——--

T kepentingan Lembags;

2. Pengurus wajib menyusun program Kerja dan rancangan anggaran iahunan--

||mi'uk disahkan Pendiri =

F3. Seliap anggola Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung ——--

jawab menjalankan tugasnya dengan menaindahkan peraturan perundang -

undangan yang beriaku.

'4. Pengurus berhak mewakili Lembaga didalam dan diluar Pengadilan lentang -

v ‘|segah hal dan seqala kejadian.

SN : PASAL 17.
1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggoeia Pengurus ———

tainnya bernwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus seria mewakili

Lembaga; \
\

[2. Dalam hal Ketua Umum lidak hadir aiau Berhalangan karena sebab apapun-

juga, hal tersebui tidak perlu dibukiikan kepada pihak keliga, maka seorang—
Ketua lainnya bersama-sama dengan Seketaris Umum aiau apabils——-——
Sekelaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, —
seorang Kelua lainnya bersama-sama dengan seorang Seketaris lainhya -
berwenang béﬂindak uniuk dan alas nama Peﬁgurus serta mewakili -----———-
|Lembaga;

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala lugas dan wewenang -—

| yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya:

4. Sekelaris Umum beﬁugas mengeloia administrasi Lembaga. Daiam hal ——

hanya ada seorang Sekelaris, maka segala tugas dan wewena ng yang -—-

diberkan kepada Seketaris Umum berlaku juga baginya;
’ 5. Bendahara Umum berlugas mengelola keuangan Lembaga. Dalam hal- -

hanya ada seorang Bendshara maka segala lugas dan wewenang yang——

diberikan kepada Bendahara Umum berlaku jugs baginya:




6. Pembagian lugas dan wewenang seliap anggota Pengurus ditefapkan oleh -

Pendini melalui rapail Pendiri; - . s

7. Pengurus uniuk perbuatan ierdeniu berhak mengangksat seorang atau lebih---

wakil aiau kuasanya berdasarkan sural kuasa.

RAPAT PENGURUS
PASAL 18

1. Rapal Pengurus dapal diadakan seliap wakiu bila dipandang periu alas ——
, 'permin!aan tertulis darni salu orang alau lebih Pengurus, alau Pendin—————

2. Panggilan Rapal Penguius dilakukan oleh Pengurus yang berhak —————-

' mewakili Pengurus; =

3. Panggilan rapat Pengurus disampaikan kepada seliap anggoia Pengurus —

secara lengsung, atau melalul surat dengan mendapal landa terima, paling -

lambat 7 (lujuh) hari sebelum rapal diadakan, dengan tidak

memperhilungkan langgal panggilan dan tanggal rapat;

p- Pangagilan rapat Pengurus itu harus mencaniumkan ianggal. wakiu, tempal -

[dan acara rapal;

\5. Rapal Pengurus diadakan dilempal kedudukan L embaga ateu ditempat ——

kegiaian Lembaga;

#. Rapal Pengurus dapal diadakan ditempat iain dalam wilayah Republik -——

(Indonesia,denqan persetujiuan Pendiri. —

PASAL 19—

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum;

2 Dalam hal Kelua Umum lidak dapal hadir alau berhalangan, maka rapal —-

Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggola Pengurus yang dipilih oleh —

dan dari Pengurus yang hadir,

3. Satu orang Pengurus hanya dapal diwakili oieh Pengurus lainnya dalam —-

| rapal Pengurus berdasarkan sural kuasa:

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat apabila:

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per figa) jum!ah Pengurus:




b, Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a lidak ———
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapal Pengurus itedua: ——

¢. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, hams—

dilakukan paling lambal 7 (tujuh) hari sebelum rapat diseienggarakan, -
dengan lidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ——
| d. 'Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) han ———-——

terhitung sejak rapat Pengurus periama: -

I e." Rapal Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang —-—
, mengikal, apabila dihadiri lebih dari % (salu per dua) jumiah Pengurus: —

PASAL 26—

.

. Dalam hal kepulusan berdasarkan musyawarsh untuk mufakat tidak —-——

I?.

Ia.

5.

‘Keputusan rapal Pengurus harus diambil berdasarkan musvawarah uniuk
| mufakat:

tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari % —

{salu per dua) jumiah suara yang sah: i;'

Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, makazursul ditolak;
-Pemungutan suara mengenai diri orang dilskukan dengan surdi suarg -—--
tertulup tanpa tanda tangan sedangkan pemungulan suara mengenai hal-hal
lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak

ada keberatan dari yang hadir: e

Suara yang abslain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam —————

rmenevﬁukan jumiah suara yang dikeluarkan.

Setiap Rapai Pengurus dibuat berita acara rapal yang dilandatangani oleh —

Ketua Rapat dan 1 (satu ) orang anggota Pengurus lsinnya yang ditunjuk —

oleh rapal sebagai Seketaris Rapal:

Penandatanganan sebagaimana vang dimaksud dalam ayat 6 lersebut tidak-
| disyaratkan apabila berila acara rapal dibuat dengan akia Nolaris; ————
Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah lanpa mengadakan —
Rapal Pengurus, dengan kelentuan semus anggola Pengurus telah ———

diberilahu secara terfulis dan semua anggola Pengurus memberikan —————




persetujuan mengenai usul yang diajukan secara terulis sera —

menandalangani persefujuan tersebut;
'9. Kepulusan yang diambil sebagaimana diamksud dalam ayat 8, mempunyai—
' kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam —--

Rapal Penguius.

TAHUN BUKU
-- PASAL 21.

1. Tahun Buku Lembaga dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan —

ltanggal 31 (ligapuluh saiu) Desember.

[ 2. Pada gkhir Desember liap tahun, buku Lembaga ditutup.
3. Unluk pertama kalinya iahun buku Lembaga dimulai pada tanggal akia ——
pendirian Lembaga dan ditulup tangaal 31 (tigapuluh satu) Desember 2023—
{duaribu duapuluh tiga).

LAPORAN TAHUNAN

PASAL 22

3 Pengurus wajib menyusun secara ieriulis laporan tahunan paling lambat 5 —

l(lima) bulan selelah berakhir ishun buku Lembags.

' 2. Laporan iahunan memual sekurang-kurananya:

|a. Laporan keadaan dan kegistan Lembaga selama tahun buku yang ialu —

’serta hasil yang telah dicapai;
tb Laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir —

periode, laporan aklivilas, laporan arus kas dan caialan laporan ————

keuangan.

3. Laporan tahunan waijib ditandatangani oleh Pengurus:—

4. Dalam hal terdapal anggola Pengurus yang tidak menandatangani laporan-—

Itersebm, maka yang bersangkulan harue menyebuikan alasan leriulis;

5. Laporan ishunan disahkan oleh Pendin dalam Rapat Tahunan, —————

. “lkhlisar Laporan Tahunan Lembaga disusun dengan siandari akuntansi ——-

keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kanior-

Lembaga. ; =5

s ——————— R ————————————C——

T Y ———



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -

— PASAL 23.

1. Perubshan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan ——-——
l kepulusan Rapai Pendiri yang dihadiri paling sedikil 2/3 (dua per tigs) dari —

jumiah Pendirn;

[2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakaf -

3. DBalam hal kepulusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat fidak iercapai,

maka kepuiusan dilelapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 {dua -
per figa) dari seluruh jumiash Pendiri yang hadir at au diwakili-
[4. Dalam hal kerum sebagaimana dalam ayal 1 tidak tercapai, maka diadakan —-

pemanggilan Rapal Pendiri yang kedua, paling cepat 2 {liga) hari terhitung-—-

sejak iangaal Rapal Pendin yang periama;

|5. Rapal Pendiri kedua tersebul sah, apabila dihaditi oleh lebih dari % (satu —

IAper dua) darn seluruh Pendiri;

|6. Kepulusan Rapal Pendiri kedua sah, apabila diambil berdasarkfpn e

4
perselujuan suara terbanyak dari jumiah Pendiri yang hadir at&gﬁgiwakili. —

; PASAL 24.

| -Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akia Notaris dan dibuat dalam—
Bwasaindonesia:

PEMBUBARAN

- PASAL 25

1. Lembaga bubar karena -

]a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka wakiu yang ditetapkan —-

’ dalam Anggaran Dasar berakhir ——

, b. Tujuan Lembaga yang ditelapkan dalam Anggaran Dasar teiah tercapai —

' alau lidak lercapai; —

, c. Pulusan Pengadilan vang telah berkekutan hukum ietap berdasarkan ——

alasan :

1. Lembaga melanggar keterdiban umum dan kesusilaan; —— ——

2. Tidak mampu membayar hutangnya selelah dinyalakan pailit:-—-———




|3. Harla kekayaan Lembag tidak cukup unfuk melunasi hulangnya ———

setelah pernyaiaan pailit dicabut: A

Z. Dalam hal Lembaga bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1hufadanb, —

|Pendiri menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Lem haga, -

[3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus berindak sebagai

' likuidator.

s an b S PASAL 26.
, 1. Dalam hal Lembaga bubar, Lembaga tidak dapat melakukan perbuatan-———

I hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi:
’ 2. Dalam hal Lembaga sedang dalam proses likuidasi, unluk semua sural keluar
[ dicantumkan frasa “dalam likuidasi® dibelakang nama Lembaga, -——— .

3. Dalam hai Lembaga bubar karena keputusan pengadiian, maka Pengadilan -

}juga menunjuk likuidator;
4. Dalam hal pembubaran Lembaga karena paiiit. beriaku peraturan perundang-
[ undangan dibidang kepailitan:
5. Kelenluan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara -

pemberhentian, wewenang kewajiban, tugas dan ianggung jawab, serla ———

pengawasan lerhadap Pengurus, berlaku juga bagi Likuidalor

[6. Likuidaior atau Kurator yang ditunjuk unfuk melakukan pemberesan——-———
kekayaan yang bubar atau yang dibubarkan. paling lambsat 5 {lima) hari-————
terhilung sejak 1anggal penunjukan wajib men;;umumkan pembubaran—-—-—-—

Lembaga dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa-—--———

indonesia;

'7. Likuidalor atau Kuralor dalam jangka wakiu paling lambat 30 digapuluh) hari-

terhilung sejak tangaal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil —

likuidasi dalam surat kabar harian berbshasa indonesia;

'8. Likuidator atau Kuralor dalam jangka waklu paling lambat 7 (tujuh) hari

terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan

pembubaran L embaga kepada Pendiri; ——-

'9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Lembaga sebagaimana yang ——




[dimaksud dalam ayat & dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana yang -
dimaksud dalam ayat 7 lidak dilakukan, maka bubarnya Lembaga tidak———

beriaku bagi pihak keliga. e

CARA PENGGUNAAN HASIL LIKUIDAS] - oo —

PASAL 27,

1. Kekayaan sisa hasil likudasi diserahkan kepada Lembaga lain-———————

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayal 1 dapal —-

Idiserahkan kepada badan hukum lain ; —

PERATURAN PENUTUP

PASAL 728

1. Halkhal iain yang fidak distur aiau belum cukup dialur dalam Anggaran Dasar

' ini akan diputuskan dalam Rapal Pendiri; -
l2. Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayal 4 dan pasal 13 ayal 1 Anggaran--—
Dasar ini menaenai T alacara Penganakalan Pendiri, dan Pengurus, unfuk-—--
pertama kalinya diangkat susunan Pendiri, dan Pengurus Lembaga dengan-—
susunan sebagai berikul: . )"

s

1. PENDIRI, terdin alas : /

- Tuan POLTAK EVENCUS HUTAHUJU  lahir di Aek Nabi;ra. pada ——
tangogal 22 {duapuluh dua) Nopember 1952 (seribu sembilanratus——-—-
delapanpuluh dua), Warga Negara indonesia, Pegawai Negeri Sipil---——
{PNS), Beriempat tinggal di Koia Medan, Jalan HM. Joni Aspol Pasar-—-
‘Merah Biok R Nomor 6, Kelurahan Binjai, Kecamaian Medan Denai -——
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 09—

(sembilan) Desember 2017 (duaribu tujuhbelas) Nomor

1271212211820002. —

2. PENGURUS lerdiri atas :

—-Ketua . -- Tuan JUSTAMAN ARIFIN KARO KARO, IRMT—-
atau disebut dan ditulis juga dengan Insinyur——--
JUSTAMAN ARIFIN KARC KARO, Magister———

Teknik lahir di Guru Kinayan, pada tanggal 11—




{sebelas) Januari 1964 (seribu sembilanratus——-
enampuluh empal), Warga Negara Indonesia -
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di ---
Kabupalen Deli Serdang, Dusun X1X Pasar IV ——
Desa klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan ——-
Perak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
| indonesia terianggal 09 (sembilan) Juni 2012 —-—
(duaribu duabelas) Nomer 1207241101640002,—-
-Seketaris ~-Tuan BENNY RIO FERNANDEZ iahiv di Padang.--
pada fanggal 16 (enambelas) Desember 1968-——
{seribu sembilanralus delapanpuluh delapan) -——-—
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipll——
| {PNS), Beriempat tinggal di Kabupsaten Agam ,—-—-
-Jalan Sungai PUA Nomor 47 Kampung Mesjid-——-
Jorong TA, Desa Sungai PUA, Kecamalan Sungai—
PUA, Pemegang Karlu Tanda Penduduk Repubiik—

Indonesia tertanggal 01 (salu) Agusius 2017 ————-

{duaribu fujuhbelas) Nomor 1371051612850004 -—

--Bendahara ~—Tuan ERWIN PARDEDE, DRS atau disebut dan-

PARDEDE Iahir di Pematang Siantar, pada ———-
tanggal 06 (enam) Maret 1961 (senby ———————
sembilanratus enampuluh salu), Warga Negara—-
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat -
tinggal di Kota Medan, Jalan Antariksa Nomor 16 A
Ligkungan Vi, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan——-—
Medan Polonia, Pemegang Karlu Tanda Penduduk

Republik Indonesia tertanggal 15 (limabelas) Maret

2012 {(duaribu dushelas) Nomor
1271160603610001.

—




-Pengangkatan anggota Pendiri Lembaga, anggota Pengurus Lembaga—

DEMIKIAN AKTA NI

—Dibuat sebagai minute dan dibacakan seria ditanda tangani di Labuhan Deli
Kabupaten Deli Serdang, pada hari dan ianggal tersebui dialas dengan dihadini —
oleh Nyonya SRI INDAH PRATIWI Ahli Madya . | ahir di Medan, pada tanggal —
12 (duabelas) Mei 1992 (seribu sembilanralus sembilanpuluh tiga), Warga ————
Negara indonesia Pegawai Kantor Nolaris, Bertempat tinggal di Kola Medan, —
Jalan Platina Vii C Lingkungan Il, Kelurahan Tiipapan, Kecamatan Meadan Deli -
Pemegang Karlu Tanda Penduduk Repubiik Indonesia ierianggal 13 (ligabelas) -
Maret 2012 {duaribu duabelas) Nomor 1271065205530003 dan Nyonya —-——-—
KUSTIYANI, Sarjana Komputer. Lahir di Medan, pada tanggal 09 (sembilan) —
Juli 1997 (seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -
Pegawai Kanlor Notaris, Bertempat linggal di Koia Medan, Lingkungan | Pasar |,
Kelurahan Terjun, Kecamalan Medan Marelan, Pemegang Kartu Tanda ————

Penduduk Republik Indonesia terianggal 05 {lima) April 2019 (duariby ————

sembilanbelas) Nomor 1271124307570002. sebagai saksi-saksi.
—Akia ini dengan segera seleiah sava, Notaris, bacskan dan jelasken isi dan——
maksud Akla ini kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, ditanda tangani oleh—
Para Penghadap. kemudian oleh saksi-saksi dan saya Netaris, sedangkan Para--
Penghadap selain menanda iangani Akia ini juga membubuhkan Cap lbu Jari-—
Tangan Kiri dan Cap lbu Jari Tangan Kanan mereka pada kerlas tersendini yang-

dilekatkan pada minule Akia ini.

--Dilangsungkan dengan tanpa perobahan.

—Minute Akia ini telah ditandatangani dengan sempuma.

—-Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunvinya.







‘ Kementerian  BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
00 Perindustrian POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI

REPUBLIK INDONESIA Jin. Medan Tenggara VII Medan 20228, Medan Telp. (061) 7867810 Fax. (061) 7862439

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN
NOMOR : 023 /BPSDMI/PTKI/Kep/1/2023
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA UNIT INKUBATOR BISNIS
PADA POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI (PTKI) MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan
unit inkubator bisnis pada Politeknik Teknologi
Kimia Industri Medan, dipandang perlu
menetapkan pengelola unit tersebut;

b. bahwa Surat Keputusan Direktur PTKI Medan
Nomor 167 /BPSDMI/PTKI/Kep/VII/2022
tentang Penetapan Pengelola Unit Inkubator
Bisnis pada Politeknik Teknologi Kimia Industri
Medan telah dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b
diatas perlu dikeluarkan Keputusan Direktur
Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
pendidikan tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3859);

4. Peraturan pemerintah nomor 4 Tahun 2014
tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan
pengelolaan perguruan tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,

tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500);

S. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-
IND/PER/7/2014 tentang pemberian wewenang
bidang pembinaan pendidikan pada perguruan
tinggi dan sekolah menengah kejuruan di



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

lingkungan Kementerian Perindustrian,;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;

7. Keputusan Menteri Perindustrian Republik
Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/10/2014
tentang Organisasi dan Tata kerja Politeknik
Teknologi Kimia Industri Medan;

8. Keputusan Menteri Perindustrian Perindustrian
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022
tentang Statuta Politeknik Teknologi Kimia
Industri Medan;

9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148
Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas
Tambahan sebagai Direktur Politeknik dan
Akademi Komunitas di Lingkungan Kementerian
Perindustrian;

MEMUTUSKAN :

PENETAPAN PENGELOLA UNIT INKUBATOR BISNIS
PADA POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI
(PTKI) MEDAN.

Menetapkan nama-nama tersebut pada lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini sebagai pengelola unit Inkubator Bisnis
pada Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan yang
memiliki tugas melaksanakan salah satu kegiatan
tridharma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada
masyarakat melalui pembinaan dan pengembangan
bisnis perusahan rintisan (start up) maupun usaha
kecil dan menengah yang dilaksanakan melalui
penelitian dan pengembangan, monitoring dan
pendampingan sampai menghasilkan tenant.

Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan
bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik
Teknologi Kimia Industri Medan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan
sebagai pengelola unit inkubator bisnis sesuai dengan
peraturan berlaku yang dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Teknologi
Kimia Industri Medan.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU agar melaksanakan tugas dengan
sebaik-baiknya dimana dengan kewenangan direktur
dapat diberhentikan dengan pertimbangan tertentu.



KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 02Januari 2023

'POLTAK EVENCUS HUTAJULU
N\ AT OLOGIRY ~
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Tembusan Keputusan Disampaikan Kepada Yth. :

N oA W N~

. Kepala Pusat PPVI BPSDMI Kementerian Perindustrian di Jakarta;

. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) wilayah Medan I;
. Pembantu Direktur II;

. Ketua SPMI;

Bendahara Pengeluaran;

. Yang Bersangkutan;

. Pertinggal.



LAMPIRAN :

Keputusan Direktur Politeknik Teknologi
Kimia Industri Medan

Nomor : 023 /BPSDMI/PTKI/Kep/1/2023
Tanggal : ()2 Januari 2023

PENETAPAN PENGELOLA UNIT INKUBATOR BISNIS PADA POLITEKNIK
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI (PTKI) MEDAN

No. Nama Gol. Jabatan
1 2 3 4
1 | Dr. Ir. Justaman Arifin Karo-Karo, MT. | IV/b Ketua Unit Inkubator Bisnis
2 | Benny Rio Fernandez, M.Si., Phd. IlI/c | Sekretaris Unit Inkubator Bisnis
3 | Dr. Erwin Pardede, M.Si. IV/b | Pelaksana Unit Inkubator Bisnis
4 | Ir. Miftahul Fallah, M.M. IV/b | Pelaksana Unit Inkubator Bisnis
5 | Drs. M. Kasir, M.Pd. IV/b | Pelaksana Unit Inkubator Bisnis

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 02ZJanuari 2023
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Tembusan Keputusan Disampaikan Kepada Yth. :

Kepala Pusat PPVI BPSDMI Kementerian Perindustrian di Jakarta;
Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) wilayah Medan I;
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;

Q| oA G NN

Bendahara Pengeluaran;
Yang Bersangkutan;
Pertinggal.




Kementerian  BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
0 Perindustrian POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI

o REPUBLIK INDONESIA Jin. Medan Tenggara VII Medan 20228, Medan Telp. (061) 7867810 Fax. (061) 7862439

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN
NOMOR : 029 /BPSDMI/PTKI/Kep/1/2023
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
PADA POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI (PTKI) MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

Menimbang 3 a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan
lembaga Inkubator Bisnis pada Politeknik
Teknologi Kimia Industri Medan, dipandang perlu
menetapkan pengurus lembaga tersebut;

b. bahwa yang namanya seperti tersebut dalam
lampiran Surat Keputusan ini dipandang telah
memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagaimana
tersebut pada huruf a diatas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b
diatas perlu menetapkan Keputusan Direktur
Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan;

Mengingat - 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
pendidikan tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3859);

4. Peraturan pemerintah nomor 4 Tahun 2014
tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan
pengelolaan perguruan tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500);

S. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-
IND/PER/7/2014 tentang pemberian wewenang
bidang pembinaan pendidikan pada perguruan
tinggi dan sekolah menengah kejuruan di
lingkungan Kementerian Perindustrian;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;

7. Keputusan Menteri Perindustrian Republik
Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/10/2014
tentang Organisasi dan Tata kerja Politeknik
Teknologi Kimia Industri Medan;

8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

9. Keputusan Menteri Perindustrian Perindustrian
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022
tentang Statuta Politeknik Teknologi Kimia
Industri Medan;

10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148
Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas
Tambahan sebagai Direktur Politeknik dan
Akademi Komunitas di Lingkungan Kementerian
Perindustrian.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI
KIMIA INDUSTRI (PTKI) MEDAN TENTANG PENETAPAN
PENGURUS LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PADA
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI (PTKI)
MEDAN.

Menetapkan nama-nama tersebut pada lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Inkubator
Bisnis pada Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan
yang memiliki tugas menyelenggarakan inkubator
bisnis untuk pembinaan, pendampingan dan
pengembangan bisnis perusahan rintisan (start up)
maupun usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan
melalui penelitian dan pengembangan, monitoring dan
pendampingan sampai menghasilkan tenant.

Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan
bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik
Teknologi Kimia Industri Medan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan
sebagai pengurus lembaga inkubator bisnis sesuai
dengan peraturan berlaku yang dibebankan pada



KEEMPAT

KELIMA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik
Teknologi Kimia Industri Medan.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU agar melaksanakan tugas dengan
sebaik-baiknya dimana dengan kewenangan direktur
dapat diberhentikan dengan pertimbangan tertentu.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 02 Januari 2023

e
*

KNCUS HUTAJULU

Tembusan Keputusan Disampaikan Kepada Yth. :
. Kepala Pusat PPVI BPSDMI Kementerian Perindustrian di Jakarta;
. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) wilayah Medan I;

1
2

3. Pembantu Direktur II;

4

. Ketua SPMI;

5. Bendahara Pengeluaran;

6
7

. Yang Bersangkutan;
. Pertinggal.



LAMPIRAN :

Keputusan Direktur Politeknik Teknologi

Kimia Industri Medan
Nomor :029 /BPSDMI/PTKI/Kep/1/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
PADA POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI (PTKI) MEDAN

No. Nama Gol. Jabatan
1 2 3 4
1 | Dr. Ir. Justaman Arifin Karo-Karo, MT. |IV/b Ketua
2 | Benny Rio Fernandez, M.Si., Phd. II/c Sekretaris
3 | Dr. Erwin Pardede, M.Si. IV/b Bendahara

Ditetapkan di Medan
pada tanggal (2 Januari 2023

Tembusan Keputusan Disampaikan Kepada Yth. :
Kepala Pusat PPVI BPSDMI Kementerian Perindustrian di Jakarta;
Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) wilayah Medan I;

NOoO A W~

Pembantu Direktur II;
Ketua SPMI;

Bendahara Pengeluaran;
Yang Bersangkutan;
Pertinggal.




